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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya permasalahan adanya pelaporan mengenai 

kasus penelantaran anak pada saat penulis melaksanakan program magang di KPAID 

Kabupaten Tasikmalaya. Dengan adanya kasus penelantaran anak, perlindungan anak 

merupakan segala kegiatan yang wajib untuk dilakukan dalam menjamin, melindungi 

anak dan memenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

peran KPAID dalam pemenuhan hak sipil anak terlantar usia 6 tahun di daerah 

Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif 

dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran KPAID 

dalam pemenuhan hak sipil ini menunjukan hasil yang baik. Upaya yang dilakukan oleh 

KPAID dalam pemenuhan hak sipil anak terlantar sesuai dengan regulasi sebagaimana 

yang tercantum pada Pasal 28 ayat 1 tentang perlindungan anak yang berbunyi 

“Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam 

pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa”. 

Namun pada pelaksaannya KPAID memiliki kendala dan hambatan diantaranya yaitu 

dalam  verifikasi identitas orang tua anak tidak diketahui dengan pasti bahwa ayah 

kandung anak tersebut apakah masih hidup atau tidak, dan domisili tempat tinggal orang 

tuanya dikarenakan orang tua anak ini memiliki riwayat berpindah-pindah domisili 

tempat tinggal. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan evaluasi dalam pemenuhan hak sipil anak terlantar. 

Kata kunci: KPAID, Pemenuhan Hak Sipil, Anak Terlantar Usia 6 Tahun 
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ABSTRACT 

This research was motivated by the emergence of problems with reporting regarding 

cases of child neglect when the author carried out an internship program at KPAID, 

Tasikmalaya Regency. With cases of child neglect, child protection is all activities that 

must be carried out in guaranteeing, protecting children and fulfilling their rights so that 

they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity 

and dignity as well as protection from violence and discrimination. The purpose of this 

study was to determine the role of KPAID in fulfilling the civil rights of abandoned 

children aged 6 years in the Singaparna area, Tasikmalaya Regency. The research 

method used is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the role of 

KPAID in fulfilling civil rights shows good results. Efforts made by KPAID in fulfilling 

the civil rights of abandoned children are in accordance with the regulations as stated in 

Article 28 paragraph 1 concerning child protection which reads "Making birth 

certificates is the responsibility of the government which is implemented as low as 

possible at the sub-district/village level". However, in implementing KPAID there were 

obstacles and obstacles, including in verifying the identity of the child's parents, it was 

not known with certainty whether the child's biological father was still alive or not, and 

the domicile where the parents lived because the child's parents had a history of moving 

around their domicile. Thus, the results of this study are expected to be used as 

evaluation material in fulfilling the civil rights of abandoned children. 

Keywords: KPAID, Fulfillment of Civil Rights, Abandoned Children 
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